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B. Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai dengan visi dan misi Walikota di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
(1)  Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Kantor yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. 
(2)  Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala  Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;
a. Pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian Tata   Usaha;  
b. Pelaksanaan penyusunan konsep usulan rencana kerja dan anggaran tahunan kantor;
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; 
d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; 
e. Pelaporan. 
3. Seksi Kesatuan Bangsa 
(1)  Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Kantor yang berkenaan dengan pemantapan Pancasila sebagai ideologi Negara serta pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
(2)  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi ; 
a. Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Kesatuan Bangsa;
b. Pelaksanaan kegiatan pemantapan Pancasila sebagai ideologi Negara; 
c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kohesifitas masyarakat menjaga keutuhan bangsa dan Negara;
d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap masuknya anasir-anasir asing dalam perikehidupan masyarakat
e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan fasilitasi di bidang pembinaan kesatuan bangsa; 
f. Pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; 
g. Pelaporan. 





4. Seksi Pembangunan Politik 
(1)  Seksi Pembangunan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Kantor yang berkenaan dengan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam rangka pembinaan hubungan yang serasi antara lembaga-lembaga pada tingkat supra dan infra politik di daerah. 
(2)  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tesebut pada ayat (1) pasal ini,
 Kepala Seksi Pembangunan Politik mempunyai fungsi ; 

a. Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pembangunan Politik; 
b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pembinaan    
                hubungan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga legislatif; 
c. Pelaksanaan kegiatan pendataan organisasi massa, organisasi sosial politik dan 
                lembaga swadaya masyarakat; 
d. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pembinaan 
                hubungan antara Pemerintah Daerah dengan partai politik, organisasi massa dan      
                lembaga swadaya masyarakat;             
          e.   Pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya; 
          f.    Pelaporan.
